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BUPATITANJUNGJABUNG TIMUR

PROVINSIJAMBI

PERATURANBUPATITANJUNGJABUNG TIMUR

NOMOR S' TAHUN2022

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATITANJUNGJABUNG TIMUR

NOMOR66 TAHUN2021 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATAN

DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2022

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNG TIMUR,

Menimbang a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya penanganan dan

pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu

mengalokasikan anggaran untuk mendukung penanganan

dan pengendalianCorona Virus Disease 2019;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi dana Transfer ke Daerah

yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk

teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka

perlu melakukan penyesuaian atas penggunaan dana

dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung

Jabung Timur Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2022;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3903) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,



Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang

Perbendaharaan

Nomor

Negara

1 Tahun 2004 tentang

Republik(Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te1ah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6177);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6323);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Penge1ompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 ten tang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1777);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor

4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2013 Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor

4 Tahun 2021 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 4);

26. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 66 Tahun

2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 66);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANATASPERATURAN

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 66

Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

2021 Nomor 66) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga

Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf a direncanakan sebesar Rp.768.579.160.646,OO (tujuh ratus enam

puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam

puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiriatas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja hibah; dan

d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.426.865.075.794,00 (empat ratusdua puluh

enam milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu

tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp.314.276.460.652,OO (tiga ratus empat belas

milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluhribu

enam ratus lima puluh dua rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp.27.290.224.200,OO (dua puluh tujuh milyar

dua ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu dua

ratus rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp.147.400.000,OO (seratus empat puluh tujuh

juta empat ratus ribu rupiah).

Pasa18

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.426.865.075.794,OO (empat ratus

dua puluh enam milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh

puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri

atas:

a. Gaji dan tunjangan ASN;

b. Tambahan Penghasilan ASN;

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

ASN;

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8

berbunyi sebagai berikut :



d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;dan

f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRDserta KDH/WKDH.

(2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.262.447.371.811,OO [dua ratus enam puluh

dua milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh

satu ribu delapan ratus sebelas rupiah).

(3) Tambahan Penghasilan ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf

b direncanakan sebesar Rp.72.725.658.951,OO (tujuh puluhdua milyar

tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh delapanribu

sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c direncanakansebesar

Rp.75.761.590.059,OO(tujuh puluh lima milyar tujuh ratusenam puluh

satu juta lima ratus sembilan puluh ribu lima puluh sembilanrupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp.14.495.780.110,OO (empatbelas

milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh

ribu seratus sepuluh rupiah).

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDHsebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.519.320.863,OO (lima ratus

sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh

tiga rupiah).

(7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp.758.154.000,OO (tujuh ratus lima puluh de1apan juta seratus lima

puluh empat ribu rupiah).

3. Ketentuan ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4),ayat (5),dan ayat (6)Pasal 9

diubah, sehingga Pasa19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal9

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.314.276.460.652,OO (tiga

ratus empat belas milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus

enam puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang;

b. Belanja Jasa;

c. Be1anjaPemeliharaan;

d. Belanja Perjalanan Dinas; dan



e. Belanja Uang dan Zatau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak

KetigajPihak Lain/Masyarakat.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa

direncanakan sebesar Rp.70.291.041.541,00 (tujuh puluh milyar dua

ratus sembilan puluh satu juta empat puluh satu ribu lima ratus empat

puluh satu rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp.144.094.765.249,00 (seratus empat puluh

empat milyar sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima

ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp.18.091.876.008,00 (delapan belas milyar

sembilan puluh satu juta de1apanratus tujuh puluh enam ribudelapan

rupiah);

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d

direncanakan sebesar Rp.34.498.310.540,00 (tiga puluh empat milyar

empat ratus sembilan puluh de1apanjuta tiga ratus sepuluh ribu lima

ratus empat puluh rupiah).

(6) Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak

KetigayPihakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALairr/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp.6.726.021.372,00 (enam milyar tujuh

ratus dua puluh enam juta dua puluh satu ribu tiga ratus tujuhpuluh

dua rupiah).

4. Ketentuan ayat (1),dan ayat (3)Pasal 10 diubah, sehinggaPasall0 berbunyi

sebagai berikut :

Pasall0

(1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

huruf c direncanakan sebesar Rp.27.290.224.200,OO(dua puluh tujuh

milyar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu

dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatanyang

Berbadan Hukum Indonesia;

b. Hibah Dana BOS;

c. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang

Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp.26.488.749.000,00 (dua puluh enam

milyar empat ratus de1apan puluh delapan juta tujuh ratus empat



puluh sembilan ribu rupiah);

(3) Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);

(4) Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.801A75.200,00

(delapan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus

rupiah).

5. Ketentuan ayat (1),ayat (3),ayat (4),dan ayat (6)Pasal12 diubah, sehingga

Pasal12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal12

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b

direncanakan sebesar Rp.259.627A23.225,00 (dua ratus lima puluh

sembilan milyar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh

tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Be1anjamodal tanah;

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

c. Belanja modal gedung dan bangunan;

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan

e. Belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Be1anja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.671.000.000,00 (enam ratus tujuhpuluh

satu juta rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksudpada ayat

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.713.830.991,00 (dua puluh

lima milyar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh ribu

sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).

(4) Be1anja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksudpada

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.51.764.662.694,00 (lima

puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus

enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)huruf d direncanakan sebesar Rp.176.720.014A75,00 (seratus

tujuh puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh juta empat be1as ribu

empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar RpA.757.915.065,00 (empat milyar

tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu enam

puluh lima rupiah).



6. Ketentuan ayat (1),ayat (6),ayat (8),ayat (9),ayat (10)Pasal14 diubah, dan

disisipkan 1 ayat, yakni ayat (14), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal14

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimanadimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.25.713.830.991,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus tiga belas

juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu

rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal alat besar;

b. Belanja modal alat angkutan;

c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;

d. Belanja modal alat pertanian;

e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;

g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

h. Belanja modal alat laboratorium;

i. Belanja modal komputer;

j. Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

k. Belanja modal alat peraga;

1. Belanja modal peralatan olahraga.

m.Belanja modal peralatan dan mesin BaS.

n. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf a

direncanakan sebesar RpA.952.821.500,00 (empat milyar sembilan

ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima

ratus rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARp.1.688A20.000,00 (satu milyar enam

ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.279.540.950,00 (dua ratus

tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus

lima rupiah).

(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud padaayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp.18.000.000,OO (delapan belas juta

rupiah).



(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)huruf e direncanakan sebesar Rp.2.516.490.384,00 (dua

milyar lima ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluhribu tiga

ratus delapan puluh empat rupiah).

(7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp.297.109.600,OO (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus

sembilan ribu enam ratus rupiah).

(8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.171.968.666,OO(dua

milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh

delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

(9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf h direncanakan sebesar Rp.4.041.641.544,OO (empat milyar

empat puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus

empat puluh empat rupiah).

(10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf i

direncanakan sebesar Rp.2.677.642.741,OO (dua milyar enam ratus

tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus

empat puluh satu rupiah).

(11) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurniansebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar

Rp.135.000.000,OO(seratus tiga puluh lima juta rupiah).

(12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf k

direncanakan sebesar Rp.31.450.000,OO (tiga puluh satu juta empat

ratus lima puluh ribu rupiah);

(13) Be1anjamodal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf 1 direncanakan sebesar Rp.52.985.000,OO(lima puluh dua juta

sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(14) Be1anjamodal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.5.104.683.218,OO(lima

milyar seratus empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribudua

ratus delapan be1asrupiah).

(15) Be1anjamodal peralatan dan mesin BLUDsebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.900.000.000,OO(Sembilan

ratus juta rupiah).

7. Ketentuan ayat (1),dan ayat (2)Pasal 15 diubah, sehinggaPasal 15 berbunyi

sebagai berikut :



Pasal 15

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimanadimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp.51.764.662.694,00 (limapuluh satu milyar tujuh ratus enam puluh

empat ribu enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan

puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal bangunan gedung;

b. Belanja modal bangunan monumen;

c. Belanja modal tugu titik kontrolj'pasti.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurufa direncanakan sebesar Rp.50.155.913.208,OO(limapuluh milyar

seratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus

delapan rupiah).

(3) Belanja modal bangunan monument sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah);

(4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.598.749.486,00(satu

milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh

sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru,

sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal17

(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp.4.757.915.065,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta

sembilan ratus lima belas ribu enam puluh lima rupiah), yangterdiri

atas:

a. belanja modal bahan perpustakaan;

b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.

c. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksudpada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 244.825.000,00 (dua ratus dua

puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

(3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.43.589.225,00 (empat puluh tiga juta lima ratus delapanpuluh

sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).



(4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c direncanakan sebesar Rp.4.469.500.840,00 (empat milyar

empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu delapanratus

empat puluh rupiah).

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasa118

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 huruf c

direncanakan sebesar Rp.2.815.675.729,00 (dua milyar delapan ratus lima belas

juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

lEUH~OITELITI KEBfNARANNY4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOWl
TGL

Ditetapkan di Muar Sabak

pada tanggal ~1 ~ 2022

<!tOPirIi'* 'FANJU G ABUNGTIMUR,

H. ROMIHARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

padatanggal21 t1~~2022

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022

NOMOR...£:".
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